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Uang dari Aditya Moha

untuk Perbaiki Pengadilan

JAKARTA, KOMPAS — Uang yang
diterima Ketua Pengadilan
Manado Sudiwardono

Aditya Anugerah Moha, di-
gunakan untuk memperbaiki
tempat kerjanya terkait pening-
katan akreditasi pengadilan.

Sclain itu, celah suap diman-
faatkan oleh Sudiwardono aki-
bat kekeliruan di
Negeri Manado.  Kekeliruan
bermula dari kelalaian panitera
pengganti Pengadilan -Negeri
Manado, Franki W Rumengan,
yang mengakui lalai karena ke-
biasaannya membuat surat de-
ngan langsung menyalin isinya
tanpa mempecrhatikan rinci tiap
perkara.

Hal itu terungkap pada si-
dang terdakwa Aditya dan Sudi
di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Jakarta, Rabu (7/3).
Dalam sidang tersebut, panitera:
Pengadilan Negeri Manado, Re-
fly Batubuaja; panitera peng-
ganti Pecngadilan Negeri Ma-
nado, Franki Rumengan; man-
tan panitera muda tindak pi-
dana korupsi Pengadilan Tinggi
Manado, Deny Sumolang; dan
ariggota staf Pengadilan Tinggi,
Manado Ulfa, menjadi saksi.

Seperti diketahui, Sudi di-
sebut menerima suap 110.000
dollar Singapura dari Aditya
untuk tidak mengeluarkan pe-
netapan penahanan dan men-
jatuhkan vonis bebas kepada
ibunya, mantan Bupati Bolaang
Mongondow, Marlina. Moha

Pengadilan’

Siahaan. ”Saya tidak tahu sum-
ber uang tersebut dari mana.
Tapi, memang ada perbaik-
an-perbaikan (ruangan) dalam
rangka akreditasi,” kata Deny.

Perbaikan terscbut berlang-
sung pada Agustus-September.
Saat itu, Sudi menerima uang
80.000 dollar Singapura yang
diterimanya pada 12 Agustus di
rumahnya di Yogyakarta. Sudi
kemudian. membenarkan uang
yang diterima dari Aditya di-
gunakan untuk memperbaiki
ruangan hakim, pengecatan ge-
dung, pembuatan taman, dan
renovasi lain.

Keputusan untuk tak menge-
luarkan surat penetapan pena-
hanan Marlina Moha dikeluar-
kan sctelah menerima "uang.
Dari penjelasan Deny diketahui,
tidak dilakukannya penahanan
Marlina oleh pengadilan tinggi
diterbitkan pada 18 Agustus se-
bagai balasan dari surat pe-
nasihat hukum yang dikirimkan
pada 16 Agustus untuk me-
nanyakan status penahanan
Marlina.

Padahal sepengetahuan
Deny, surat revisi dari Pengadil-
an Negeri Manado soal status
penahanan ibu dari Aditya su-
dah diterima Ketua Pengadilan
Tinggi Manado pada 8 Agustus.
"Kenapa Anda tidak memberi
masukan kepada Ketua Peng-
adilan Tinggi soal status ter-
sebut?” tanya jaksa Ali Fikri.

Denny lalu menjawab, ”Saya
pikir seharusnya sudah tahu ka-

rena surat rcvisi dari laporan
banding tersebut juga sudah di-
baca ketua.” Selanjutnya, Deny
yang menangkap kejanggalan
berkas banding Marlina dari
Pengadilan Negeri Manado. Se-
suai dengan aturan, berkas la-
poran adanya banding bersama
lampiran riwayat penahanan
disertakan dalam memori ban-
ding ketika terdakwa ditahan.
Jika terdakwa tidak ditahan,
memori banding yang dikirim
tanpa berkas laporan adanya
banding.

Tanpa riwayat penahanan

Untuk berkas Marlina, Deny
menerima berkas laporan ada-
nya banding bersama memori
banding tanpa adanya riwayat
penahanan. Bahkan, tak ditulis
dalam laporan tersebut sudah
dilakukan penahanan lterhadap
Marlina. Setelah ditelusuri, ke-
salahan tersebut bermula dari
kelalaian Franki Rumengan.
“Karena sudah biasa copy-paste,
saya jadi tidak memperhatikan
lagi,” ujar Franki yang ditegur
Ketua Pengadilan Negeri Ma-
nado Djaniko Girsang seusai
diketahui Franki melakukan
kelalaian yang berakibat fatal.

*Ini fatal sekali memang.
(Tapi) Ini memang murni lalai?
Atau ada hubungan dengan pe-
nasihat hukum?” tanya Ketua
Majelis Hakim Masud yang di-
jawab kesalahan Franki karena
ia tidak memperhatikan secara
rinci pembuatan surat. (IAN)
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